BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Parlemen Bikameral

Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar
atau badan. Kamar pertama (first Chamber) biasa disebut dengan Majelis Rendah
(Lower House) atau DPR atau House of Commons House of Representative, sedangkan
kamar kedua (Second Chamber) disebut Majelis Tinggi (Upper House) atau Senat atau
House of Lords. Hanya di Belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar

Pertama (Erste Kamer) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (Tweede Kamer)."

Kamar pertama pada umumnya mewakili kepentingan partai yang skalanya
nasional, sedangkan Kamar kedua pada umumnya adalah lembaga yang mewakili
kewilayahan atau kelompok-kelompok fungsional. Selanjutnya akan digunakan istilah
DPD untuk menyebut majelis tinggi atau kamar kedua, dan DPR untuk menyebut

majelis rendah atau kamar pertama sepanjang tidak menunjuk pada suatu negara.

Teori pembagian kekuasaan menurut Trias Politika merupakan konsep
pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara, konsep dasarnya adalah
seperti yang disebutkan oleh John Locke, Montesquieu menyatakan kekuasaan di suatu
negeara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus

terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3
(tiga) lembaga berbeda. Yakni, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah
lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan

undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan

' Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral, Malang, UB Press, 2010, him. 32.



dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa,
serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar

undang-undang.

Dengan terpisahnya tiga kewenangan dalam tiga lembaga negara tersebut,
diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang tindih, serta terhindar dari
penyelewengan kewenangan oleh satu lembaga, dan akan menciptakan mekanisme

checks and balances.

Kritik yang ditujukan pada sistem bikameral seperti A.F. Pollard yang
menyatakan bahwa House of Lords di Inggris, lahir dari kelicikan sistem feodal dan
untuk menjaga keterwakilan para bangsawan. Hans Kelsen cenderung melihat adanya
kamar kedua sebagai sebuah pengistimewaan kaum bangsawan. H.J. Laski juga
menyatakan bahwa sistem bikameral merupakan kecelakaan sejarah dari kebiasaan
konstitusi di Inggris. Kebisaan ini harus diubah. Menurut Laski, sistem unikameral

merupakan jawaban terbaik yang dibutuhkan oleh negara modern saat ini.

Hal ini berbeda dengan argumentasi pendukung sistem bikameral yang melihat
Senat bukan institusi untuk sekedar sebagai pengakuan terhadap kaum bangsawan. Di
Amerika, pemilihan anggota Senat tidak didasarkan pada aristokrasi kekayaan atau
kebangsawanan, tetapi berdasarkan kebijaksanaan yang dimiliki calon. Hal ini

berdasarkan pemikiran Thomas Jefferson menyatakan:

“Jefferson rejected the solution, adopted by many of the first state constitutions,
of composing the upper house of men of distinguised property.” His senate
would have been aristocratis by virtue of its wisdom, not its wealth; as he
explained to Edmund Pendleton in the summer of 1776, he sought top have the
“wisest men” chosen and did not think “integrity the caracteristic of wealth”

% Ibid., hlm, 33. "Jefferson menolak solusinya, yang diadopsi oleh banyak konstitusi negara
bagian pertama, untuk menyusun majelis tinggi orang-orang yang memiliki kekayaan istimewa."
Senatnya pasti aristokratis berdasarkan kebijaksanaannya, bukan kekayaannya; Saat dia menjelaskan



Pada awalnya, parlemen bikameral, khususnya kamar kedua memang dapat
dikatakan merupakan bentuk kekuatan dan bertahannya sistem aristokrasi. Namun
sepanjang perkembangan sejarahnya, kamar kedua telah banyak berubah dan memenuhi
sebagai kamar parlemen yang modern seperti yang dikemukakan oleh Samuel C.
Patterson dan Anthony Mughan berdasarkan berkembangan kamar kedua di Eropa

berikut ini;

“The development of European parliaments that incluided “secong chamber”
or “upper house” indicated the preeminance and survival of aristocracy. But
senates have long outlived their original purposes on justification. They have, in
one way or another, been transformed into modern viable parliamentary
institutions.””

Roger D. Congleton menyatakan bahwa sistem bikameral mempengaruhi
berfungsinya kebijakan demokratis. Secara teoritis sistem parlemen bikameral dapat
menghindari masalah konflik mayoritas dan membentuk kebijakan dengan dukungan
super-mayoritas (supermajority) mewakili kelompok dari kedua kamar yang berbeda.
Studi yang dilakukan terhadap Swedia dan Denmark yang berubah menjadi unikameral
menunjukan bahwa parlemen bikameral akan menghasilkan kebijakan publik yang

dapat diperkirakan. Selain itu juga disimpulkan demikian:

“The analysis and evidence generated above demonstrates that the process of
compromise within bicameral institution has desirable effect on the course of
public policy in a wide range of political environments and within a variety of
govermental structures, Consequently, bicameralism can be a useful
institutional structure even in settings where majoritarian outcomes are not
widely believed to be contraproductive, risky, or unfair.””

kepada Edmund Pendleton pada musim panas 1776, dia mencari yang teratas memiliki "orang yang
paling bijaksana" yang dipilih dan tidak berpikir "integritas karakteristik kekayaan

* Ibid., hlm, 34. "Perkembangan parlemen Eropa yang memasukkan" ruang sekuler "atau"
majelis tinggi "mengindikasikan preeminalitas dan kelangsungan hidup aristokrasi. Tapi senat sudah lama
hidup lebih dulu dari tujuan awal merecka dalam pembenaran. Merecka memiliki, dengan satu atau lain
cara, telah diubah menjadi institusi parlemen modern yang layak™.

* Ibid., hlm, 34. "Analisis dan bukti yang dihasilkan di atas menunjukkan bahwa proses
kompromi di dalam institusi bikameral memiliki efek yang diinginkan pada jalannya kebijakan publik di
berbagai lingkungan politik dan di dalam berbagai struktur pemerintahan, Akibatnya, bikameralisme



Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh beberapa pendapat tersebut,
maka dasar diperlukannnya dua kamar dalam parlemen adalah, pertama, untuk
mencegah kesalahan legislasi yang dilakukan oleh satu kamar, kedua, untuk
menciptakan prinsip saling mengontrol dalam parlemen, dan ketiga, agar kebijakan atau
keputusan yang dibuat memperoleh dukungan mayoritas (supermajority) sehingga lebih

dapat diterima dan stabil.

Menurut Strong, secara umum terdapat beberapa karakter dari sistem parlemen

bikameral, yaitu sebagai berikut:

1. Kamar kedua cenderung lebih kecil daripada kamar pertama.
2. Masa jabatan anggota kamar kedua lebih lama dibanding masa jabatan anggota
kamar pertama.

3. Anggota kamar pertama dipilih secara bertahap atau tidak bersama.

Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu strong
bicameralism dan weak bicameralism. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub-
bagian yang memiliki karakteristik berlainan. Yang menjadi ukuran utama dalam
menentukan sistem bikameral kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh
konstitusi kepada kedua kamar tersebut. Pola umum yang ada adalah bahwa kamar
kedua cenderung subordinat terhadap kamar pertama. Sebagai contoh, hak veto atau
hak usulan legislasi kamar kedua bisa ditolak oleh kamar pertama. Namun ada pula
yang mengatur jika ada ketidaksetujuan atara kedua kamar, deselesaikan melalui sidang

bersama (joint session).

dapat menjadi struktur kelembagaan yang bermanfaat. Di tempat di mana hasil mayoritas tidak diimpikan
secara luas dianggap kontraproduktif, berisiko, atau tidak adil.



Proses pembahasan undang-undang dalam sistem parlemen bikameral berbeda-
beda antara satu negara dengan negara lainnya. Ada negara yang mengharuskan
pembahasan rancangan undang-undang dilakukan berturut-turut oleh DPR dan Senat,
ada negara yang pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR dan
kemudian diajukan kepada Senat untuk disetujui atau tidak tanpa hak untuk
mengadakan perubahan isi. Dalam hal ini biasanya Senat memiliki wewenang yang
lebih kecil dari DPR. Hanya di negara Amerika, Senat mempunyai kekuasaan yang

lebih besar daripada DPR.

Dari tiga puluh enam negara demokrasi yang diteliti oleh Lijphart, tiga belas di
antara memiliki sistem parlemen bikameral dan tiga belas lainnya unikameral.
Sedangkan yang lainnya memiliki parlemen satu setengah kamar. Walaupun pada
umunya Senat kekuasaannya lebih lemah dibanding DPR, namun masing-masing
negara yang menerapkan bikameralisme memberikan kekuasaan yang berbeda-beda

terhadap kedua kamar parlemen.

Kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar dalam sistem
bikameral menjadi dasar klasifikasi bikamerlisme yang dibuat oleh Arrend Lijphart.
Disamping itu, komposisi anggota Senat dan DPR dari cara seleksi atau pengisian

anggota kamar kedua (Senat) juga menjadi dasar pembedaan.

Jika kedua kamar dalam parlemen memiliki kekuasaan yang sama, ataupun jika
berbeda sifatnya hanya moderat, dan memiliki legitimasi demokratis, disebut dengan
symmetrical. Jika kedua kamar dalam parlemen memiliki kekuasaan yang sangat tidak
sebanding, disebut dengan asymmetrical. Dasar klasifikasi kedua adalah cara pemilihan
yang yang mempengaruhi komposisi perwakilan kamar kedua. Jika kamar kedua dipilih

dengan cara yang menghasilkan komposisi keterwakilan yang tidak sederajat seperti



dengan memberikan perwakilan kepada minoritas, disebut dengan incongruent. Jika
dipilih dengan komposisi keterwakilan yang sama bagi seluruh warga negara sehingga
cenderung menunjukan warna yang sama dengan kamar pertama, disebut congruent.
Berdasarkan klasifikasi tersebut pada prinsipnya terdapat tiga kategori bikameralisme,
strong, medium-strength, dan weak bicameralism. Strong bicameralism memiliki

karatkteristik symmetircal dan incongruent.

Arrend Lijphart tidak membahas perbedaan antara apakah anggota kamar kedua
dipilih secara langsung, atau secara tidak langsung, atau diangkat. Seperti halnya di
Indonesia, padahal dapat diasumsikan bahwa jika model pengisiannya adalah pemilihan
dengan cara seperti di Amerika akan memberikan legitimasi demokratis kepada anggota
Senat. Legitimasi ini bahkan melebihi legitimasi anggota DPR karena seorang anggota
Senat mewakili lebih banyak pemilih dibanding seorang anggota DPR. Selengkapnya

kalsifikasi Arrend Lijphart tersebut adalah sebagai berikut:

1) Strong bicameralism,; symmetrical dan incongruent chambers, Australia, Swiss,
(Kolumbia setelah tahun 1991), Jerman, Amerika Serikat.

2) Medium-strength bicameralism, symmetrical and congruent chambers; Belgia,
Jepang, Italia, Belanda, Kolumbia sebelum tahun 1991, Denmark sebelum tahun
1953, dan Swedia sebelum tahun 19670.

3) Medium-strength bicaneralism;, asymmetrical and incongruent chambers,
Kanada, Spanyol, Perancis, Venezule, India.

4) Beyween medium=strength and weak bicameralism; Botswana, Inggris.

5) Weak bicameralism,;asymmetrical and congruent chambers, Australia, Ireland,
Swedia, Bahana, Jamaica, New =zealand sebelum tahun 1950, Barbados,

Trinidad.



Negara-negara yang berada dalam satu kategori tidak berarti bahwa kedua kamar
parlemen di negara-negara tersebut memiliki kekuasaan yang sama dan Senatnya
dibentuk dengan cara pemilihan yang memiliki komposisi keterwakilan sama. Masing-
masing negara memiliki indeks bikameralisme yang rentangnya antara 4.0 sampai 1.0

dari strong bicameralism hingga unicameralism.

Arend Lijphart tidak menjelaskan bagaimana indeks bikameralisme tersebut
dibuat dan juga tidak menjelaskan kriteria pada tiap-tiap jenis pada bikameralisme.
Untuk mengetahui gambaran tiap-tiap jenis bikameral dapat dilakukan dengan melihat
negara pada klasifikasi tersebut. Yang perlu diketahui dalam hal ini adalah cara
pemilihan yang mempengaruhi komposisi keterwakilan dan kekuasaan yang dimiliki
Senat dibandingkan dengan kekuasaan DPR, sesuai dengan dasar klasifikasi yang

digunakan oleh Arend Lijphart.

Argumentasi dan konsep pembentukan sistem parlemen sesungguhnya dapat

dikembalikan secara teoritis kepada dalil Arend Lijphart berikut ini:

“The pure majoritarian model calls for the concentration of legislative power in
single chamber, the pure concensus model is caracterized by a bicameral
legislature in which power is divided equally between two differently constituted
chamber.””

Untuk menentukan apakah secara teoritis selayakanya Indonesia menganut sistem
parlemen unikameral atau bikameral, harus ditentukan terlebih dahulu berdasarkan
bentuk dan performance pemerintahan, Indonesia merupakan model negara
majoritarian atau concensus. Berdasarkan 10 (sepuluh) karakteristik model demokrasi
yang terbagi menjadi executive-party dimension dan federal-unitary dimension, dapat

ditentukan bahwa demokarsi di Indonesia adalah model konsensus karena;

> Ibid., hlm, 30. “Model mayoritas murni menyerukan konsentrasi kekuatan legislatif di ruang
tunggal, model konsensus murni didokumentasikan oleh badan legislatif bikameral di mana kekuasaan
dibagi rata antara dua ruang yang berbeda”



Indonesia adalah sebuah negara dengan masyarakat yang plural baik dari sisi
agama, ideologi, bahasa, budaya, etnis, maupun ras. Tidak ada negara pada
masyarakat yang plural menggunakan demokrasi mayoritas karena disamping
menjadi tidak demokrtatis, juga berbahaya sebab minoritas tidak dapat
melakukan akses kekuasaan dan akan merasa terpinggirkan dan terdiskriminasi.
Negara-negara plural akan lebih baik menggunakan model demokrasi
konsensus.

. Eksekutif, dalam hal ini adalah kabinet, selalu merupakan bentuk koalisi atau
pembagian kekuasaan di antara beberapa partai politik. Hal ini dibuktikan
dengan menteri-menteri yang tidak hanya berasal dari satu partai. Pada model
demokrasi mayoritas, eksekutif dipegang oleh satu partai mayoritas.

. Antara kekuasaan Presiden (executive power) dan kekuasaan DPR (legislative
power) bersifat seimbang. Presiden tidak bisa membubarkan DPR dan DPR
sebaliknya tidak bisa menjatuhkan Presiden secara langsung. Hal ini merupakan
konsekuensi dari sistem presidensiil yang di anut Indonesia. Pada model
demokarsi mayoritas, kekuasaan kabinet biasanya di isi oleh orang-orang yang
merupakan pimpinan partai mayortitas dalam parlemen.

. Indonesia menganut sistem multipartai. Pada Pemilu 1999 diikuti oleh 48 Partai,
sedangkan pada Pemilu 2004 diikuti oleh 24 Partai. Pada model demokrasi
mayoritas murni, sistem kepartaiannya adalah dwipartai.

Sistem yang dipakai dalam pemilihan umum DPR adalah sistem Pemilu
proporsional yang menunjukan karakteristik model konsensus. Sedangkan
model demokrasi mayoritas biasanya menganut sistem Pemilu yang tidak

proporsional, yaitu sistem distrik.



6.

10.

Kelompok kepentingan yang kooperatif. Hal ini dapat dilihat dari kelompok-
kelompok kepentingan yang selalu berkompromi dalam pembuatan atau
pelaksanaan kebijakan. Sedangkan dalam  model demokrasi mayoritas,
kelompok kepentingan selalu mempertahankan perbedaan yang bersifat plural.

Indonesia menganut pemerintahan yang terdesentarlisasi. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan
pemerintah daerah sangat besar karena urusan yang diberikan kepada daerah
sangat luas, selain urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Pada negara
model demokrasi mayoritas, pemerintahannya tersentralisasi atau apabila pada

negara federal, maka kekuasaan negara bagian sangat kecil seperti di Kanada.

. Menurut karakteristik Arend Lijphart, seharusnya negara dengan model

demokrasi konsensus murni menganut strong bicameralism untuk memberikan
representasi yang khusus kepada kalangan minoritas atau daerah-daerah kecil.
Pada model demokrasi mayoritas, menghendaki adanya konsentrasi kekuasaan
legislatif pada satu kamar.

Konstitusi Indonesia tidak dapat dirubah oleh DPR sebagai lembaga legislatif
dengan cara pengambilan keputusan biasa, tetapi hanya dapat dilakukan oleh
MPR dengan ketentuan khusus. Hal ini menunjukan adanya constitutional
rigidity sebagai karakteristik demokrasi konsensus. Sedangkan pada demokrasi
mayoritas, biasanya tidak terdapat konstitusi sebagai suatu dokumen tertulis
khusus, kalaupun ada dapat diubah dengan act of parliament.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat diuji terhadap Undang-
Undang Dasar. Hal ini merupakan karakteristik demokrasi konsensus.
Sedangkan demokrasi mayoritas, tidak mengenal yudisial review karena

supremasi parlemen.
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Jika Indonesia adalah suatu negara dengan model demokrasi konsensus, maka
berdasarkan karakteristik model demokrsasi itu, secara teoritis selayaknya Indonesia

memang menganut sistem parlemen bikameral, bahkan strong bicameralism.

Tidak ada satu sistem, baik unikameral atau bikameral, bahkan federalis, yang
dapat diterapkan secara universal, dan tipe sistem yang dipilih oleh satu masyarakat
terutama tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor
lainnya.® Seperti halnya belakangan ini demokrasi bukan hanya konsep yang masih
dipertanyakan, tetapi juga masih mengandung banyak pertanyaan. Pengalaman
dibeberapa bagian Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Asia telah menunjukan bahwa
hampir semua orang ingin menjadi pemimpin dengan mencari legitimasinya dari istilah
demokrasi. Hal tersebut membuat semakin sulit dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan dan pertentangan di dalamnya.

Melvin J. Urofsky dalam tulisannya yang berjudul “Prinsip Prinsip Dasar
Demokrasi”, mengatakan bahwa demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin
bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan,
mensyaratkan dirancang demi efisiensi, tetapi demi pertanggungjawaban. Sebuah
pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator,
namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik. Demokrasi
bukanlah produk yang telah selesai, melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan

berkembang.

Mengenai demokrasi, kita dapat merujuk pada pembagian demokrasi menurut

Arend Lijphart. Demokrasi yang dikenal biasanya adalah demokrasi perwakilan, yaitu

® Subardjo, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut UUD 1945, Yogyakarta, Graha Ilmu,
2012, hlm.49-50.
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pemerintahan oleh perwakilan yang dipilih secara bebas oleh rakyat. Dalam hal ini

terdapat banyak cara yang berbeda untuk sukses menjalankan demokrasi.

Berbagai model demokrasi, baik model majoritarian democracy yang tepat untuk
masyarakat yang homogen, maupun model concencus democracy yang tepat untuk
masyarakat yang pluralistis, menawarkan suatu sistem bikameral untuk parlemen
mereka. Dalam model majoritarian biasanya terdapat Asymmetric bicameralism atau
asimetris bikameral dan model concencus biasanya kecendrungan untuk memilih

balanced bicameralism atau bikameral seimbang.

Dalam prakteknya, pilihan apakah suatu parlemen bersistem unikameral atau
bikameral terlihat sederhana. Negara-negara federal hampir tanpa pengecualian
memilih sistem bikameral dengan alasan struktur konstitusional mereka yang khas,

sedangkan negara kesatuan lebih bebas untuk memilih sistem yang mereka inginkan.

Banyak alasan mengapa begitu banyak negara mengadopsi sistem unikameral.
Beberapa kecendrungan penting yang dapat dicatat adalah negara-negara yang
berukuran kecil kemungkinan besar mempunyai satu kamar daripada dua kamar. Hal ini
karena masalah keseimbangan kekuasaan politik lebih mudah diatasi daripada di negara
besar. Di negara-negara kesatuan sosialis, sistem bikameral dipandang membawa

komplikasi-komplikasi, penundaan-penundaan, dan biaya-biaya daripada keuntungan.

Penerapan sistem bikameral itu dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi,
kebiasaan, dan sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Seperti halnya negara
federasi, negara kesatuan juga bertujuan melindungi wilayah tertentu, etnik, dan

kepentingan-kepentingan khusus dari golongan rakyat tertentu.

Golongan rakyat tertentu itu seperti kelompok kepentingan, golongan minoritas,

dan sebagainya dari suara mayoritas (tirani mayoritas). Jadi, sebenarnya tidak banyak
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perbedaan apakah sistem unikameral atau bikameral yang digunakan dalam negara
kesatuan atau federasi itu. Hal yang penting adalah sistem majelis/kamar tunggal atau
ganda itu dapat benar-benar berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam

mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebenarnya sistem perwakilan rakyat hanya dapat dibedakan menjadi dua tipe,
yaitu pertama unikameral (suatu RUU hanya memerlukan pembahasan dan persetujuan
satu lembaga legislatif), ke dua bikameral (suatu RUU memerlukan pembahasan dan

persetujuan dua lembaga legislatif).

Secara umum sistem perwakilan bikameral dibedakan menjadi 3 (tiga) pola, yaitu:

1) RUU dalam sebagian atau seluruh bidang pemerintahan memerlukan
pembahasan dan persetujuan dua lembaga legislatif.

2) Terdapat pembagian tugas di antara dua lembaga legislatif, yang berartt RUU
dalam bidang tertentu hanya perlu dibahas dan disetujui satu lembaga legislatif.

3) Semua RUU hanya memerlukan pembahasan dan persetujuan dari satu lembaga
legislatif (biasanya DPR atau House of Representatives), sedangkan lembaga

legislatif lainnya hanya berperan sebagai pemberi pertimbangan.

Dalam arti sempit, sistem perwakilan rakyat hanya dapat dikategorikan sebagai
bikameral bila RUU dalam sebagian atau seluruh bidang pemerintahan harus mendapat
persetujuan dari dua lembaga legislatif. Selebihnya tidak dapat disebut bikameral,
karena untuk dapat diterapkan sebagai undang-undang hanya memerlukan pembahasan
dan persetujuan satu lembaga legislatif sehingga hanya dapat disebut sistem unikameral
saja. Karena itu Indonesia harus mengadopsi sistem perwakilan rakyat bikameral

dengan kewenangan yang sama, yang masing-masing kamar mencerminkan jenis
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keterwakilan yang berbeda, yaitu keterwakilan penduduk diwadahi oleh DPR dan

keterwakilan daerah oleh DPD, tetapi mempunyai fungsi legislasi yang sama.

Dalam memilih suatu sistem ada kemungkinan ditemukan kekurangan dan
kelebihannya. Namun dalam suatu sistem ketatanegaraan, suatu pilihan sistem
diharapkan dapat memenuhi kepentingan rakyat mereka pada saat itu. Saat ini di dalam
konstitusi Indonesia, yaitu perubahan ke tiga dan ke empat UUD NRI Tahun 1945, ide
parlemen Indonesia bersistem bikameral, dengan kamar pertama atau majelis rendahnya
bernama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan kamar ke dua atau majelis tingginya
bernama DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sistem parlemen bikameral ini dibentuk
dengan tujuan menyuarakan aspirasi rakyat daerah dan diharapkan dengan dibentuknya

sistem ini, kepentingan rakyat daerah dapat diakomodasikan.
2. Konsep Fungsi Legislasi

Cabang kekuasan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama
mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk
mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan
itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau
lembaga legislatif.” Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat
melalui parlemen, yaitu : (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan
warga negara; (i1) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan
(i11) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.
Mengenai pengaturan ketiga tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga
negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai

lembaga perwakilan rakyat.

7 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013,
hlm. 299.
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Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi legislasi pertama lembaga
perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya
fungsi pengaturan (regelende functie) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-
undang. Namun, fungsi pembuatan undang-undang ini pada hakikatnya adalah fungsi
pengaturan. Fungsi pengaturan ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan
peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan
membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan
sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab
cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga
perwakilan rakyat itu sendiri. Maka, pengaturan yang paling tinggi di bawah undang-
undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama

dengan eksekutif.

Dalam sistem UUD NRI Tahun 1945, peraturan inilah yang dinamakan undang-
undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama Presiden. Di Amerika
Serikat, undang-undang itu disebut law atau legislative act, di Belanda disebut wet,
sedangkan di Jerman disebut gesetz. Untuk menjalankan semua bentuk undang-undang
tersebut, biasanya diperlukan peraturan pelaksanaan, seperti di Indonesia, yaitu dengan

Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden.

Selanjutnya kewenangan pengaturan lebih operasional itu dianggap berasal dari
delegasi kewenangan legislatif dari lembaga perwakilan rakyat, sehingga harus ada
perintah atau pendelegasian kewenangan (legislative delegation of rule-making power)
kepada lembaga eksekutif untuk menentukan pengaturan lebih lanjut tersebut.
Pengecualian terhadap doktrin pendelegasian kewenangan pengaturan yang demikian
itu hanya dapat diterima berdasarkan prinsip freiesermessen yang dikenal dalam hukum

administrasi negara, dimana pemerintah dengan sendirinya dianggap memiliki
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keleluasaaan untuk bertindak atau bergerak dalam rangka penyelenggaraan administrasi
pemerintahan untuk kepentingan umum. Dalam hal yang terakhir ini, tanpa delegasipun
pemerintah dianggap berwenang menetapkan peraturan dibawah undang-undang secara

mandiri atau otonomi, meskipun tidak diperintah oleh undang-undang.

Selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu :

1) Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation)

2) Pembahasan rancangan undang-undang (law making process)

3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment
approval)

4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan
internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding
decision making on international agreement and treaties or other legal binding

documents).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi legislasi ini
biasanya memang dianggap hal yang paling penting. Sejak dulu, lembaga parlemen atau
lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu: (a) fungsi legislasi; (b)
fungsi pengawasan; dan (c) fungsi anggaran. Pembedaan ini, misalnya, dapat dilihat
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam praktek di Indonesia, fungsi legislasilah yang dianggap paling utama, dari fungsi
kedua dan ketiga. Padahal, ketiga-tiganya sama-sama penting. Bahkan dewasa ini, di
seluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah fungsi pengawasan daripada
fungsi legislasi. Hal ini wajar terjadi karena sistem hukum di berbagai negara tersebut
maju, khususnya yang menganut tradisi civil law sudah dianggap cukup untuk menjadi

pedoman penyelenggaraan negara yang demokratis dan sejahtera sehingga tidak banyak
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lagi produk hukum baru yang perlukan. Namun demikian, di negara-negara common
law malah timbul kecendrungan memproduksi peraturan-peraturan tertulis. Di Amerika

Serikat misalnya, dewasa ini dibentuk lebih dari 100 Act per tahunnya.

Masalah yang seringkali terjadi sebagai penolakan terhadap sistem bikameral,
adalah efisiensi dalam proses legislasi. Karena harus melalui dua kamar, maka banyak
anggapan bahwa sistem bikameral akan menghambat kelancaran pembuat undang-
undang. Maka untuk meningkatkan efektifitas dan pemberdayaan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) harus setia kepada mandatnya untuk memuwujudkan NKRI dengan
otonomi daerah yang kuat. Kesetian pada mandat ini penting, karena jika DPD terseret
kedalam kepentingan politik untuk berperan dominan pada kepentingan nasional yang
bersifat sentralistik dikhawatirkan eksistensinya akan sirna. Untuk mewujudkan
otonomi berdasarkan amanat konstitusi maka, lembaga regional ini harus kuat secara
legilitas, jalan yang dapat ditempuh adalah dengan perubahan konstitusi baik secara

subtansi maupun formalitas.

Dengan fungsi dan wewenang ambigu maka sebenarnya DPD dapat dikatakan
tidak memiliki posisi tawar di dalam fungsi ketatanegaraan. Dilema lembaga daerah ini
tentu memberi dampak yang tidak sedikit terhadap cita-cita dan harapan bangsa.
Sebenarnya fungsi untuk menyampaikan aspirasi kedaerahan dapat disampaikan
langsung melalui Non Goverment Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), tokoh masyarakat, tokoh adat dan budaya atau masyarakat langsung yang
menyampaikan.8 DPD akan menjadi penting apabila terjadi suatu yang insidental
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, yakni terjadi perombakan Undang-Undang Dasar

dan terjadinya impechment terhadap Presiden/Wakil presiden yang prosesnya sampai

® M.Yusuf , Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013,
hlm. 85.
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kepada MPR. Selanjutnya Mahkamah Konstutisu (MK) diberikan wewenang melalui
Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar.
Kiranya empowering lembaga tersebut agak sulit karena amandemen konstitusi
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 hanya dimungkinkan jika dilakukan melalui
persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana diatur dalam UUD NRI

tahun 1945 dinyatakan bahwa :

1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukan

dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Anggota DPD perlu mengikatkan diri menyuarakan aspirasi daerah dan
kepentingan daerah pada penderitaan kelompok-kelompok masyarakat yang paling
tertinggal di daerah-daerah dan membangun dan menjalin netwroking yang kuat dengan

berbagai elemen kritis dalam masyarakat di berbagai daerah.

Alasan diatas memperkuat argumentasi untuk memberi ruang gerak yang lebih
besar melalui legitimasi yang legal. Meskipun untuk melakukan perubahan UUD NRI
Tahun 1945 sulit dicapai akan tetapi langkah yang paling mungkin dilakukan dengan
memformat ulang UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dengan adanya pembenahan tersebut maka proses check and balances di lembaga

parlemen bikameral (DPR dan DPD) sangat mungkin tercapai.

3. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang (bevoegdheid)” dideskripsikan sebagai
kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang

berkaitan dengan kekuasaan.
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Sedangkan menurut Bagir Manan dalam Ridwan HR wewenang dalam bahasa
hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya mengemban hak untuk
berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en
plichten)” Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud wewenang adalah hak yang dimiliki oleh
badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk

mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan kewenangan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa, kewenangan
pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau
pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah

hukum publik.

Kewenangan diperoleh oleh seorang melalui dua cara, yaitu atribusi dan

pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang meliputi delegasi dan mandat.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan
hukum tata negara, atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ
pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang
dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli
atas dasar konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) atau peraturan perundang-undangan,
untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh. Tanggung jawab pelaksanaan tugas
ada pada penerima atribusi. Jadi atribusi terjadi pemberian wewenang yang baru atau
dilahirkan wewenang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Legislator yang kompoten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan adalah:

° Sirajudin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 96.
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a) Original legislator, ditingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) sebagai pembentuk konstitusi; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
bersama dengan pemerintah pembentuk undang-undang. Sedangkan di tingkat
daerah adalah DPRD dan pemerintah daecrah membuat peraturan daerah.

b) Delegited Legislator, presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan

mengeluarkan peraturan pemerintah.

Pasal 1 angka 22 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
menyatakan bahwa “Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 atau Undang-Undang”.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan,
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi
apabila: a) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan/atau undang-undang; b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada;
dan c) atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Dan Pasal 12
ayat (2), “Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui
atribusi, tanggungjawab kewenangan berada pada badan dan/atau pejabat pemerintahan
yang bersangkutan”. Dan ayat (3) “Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan,
kecuali diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan/atau undang-undang”.

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ
pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih
tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Pelimpahan wewenang yang telah ada yang

berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara, tetapi tidak penuh
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artinya tidak termasuk wewenang pembentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka rule
application. Tanggungjawab ada pada penerima delegasi. Syarat delegasi diantaranya
adalah: (1) definitif; (2) harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan; (3)
tidak diperkenankan kepada bawahan; (4) kewajiban memberikan penjelasan; dan (5)

beleidsregels.

Pasal 1 angka 23 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminidtrasi Pemerintahan
menyatakan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih
rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada
penerima delegasi. Artinya setiap pelimpahan kewenangan sudah menjadi hak dan
kewajiban dari penerima kewenangan untuk melaksanakan dan menjalankan sesuai

tugas fungsinya.

Kemudian pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang
melalui delegasi apabila: a) diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan
dan/atau pemerintahan lainnya; b) ditetapkan dalam Pertaturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c¢) merupakan wewenang pelimpahan atau
sebelumnya telah ada. Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan/atau
pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan
menentukan lain, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang
melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau pejabat

pemerintahan lain dengan ketentuan:

a) Dituangkan dalam peraturan sebelum wewenang tersebut dilaksankan;
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b) Dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
c) Paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu

tingkat di bawahnya.

Badan dan/atau pejabat pemerintah yang memberikan delegasi dapat menggunkan
sendiri wewenang yang telah diberikan melaui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan
delegasi menimbulkan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau
pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik
kembali wewenang yang telah didelegasikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan
yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggungjawab kewenangan berada

pada penerima delegasi.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa organ pemerintah pusat
yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah bertindak tidak berdasarkan pada
suatu delegasi wewenang karena organ pemerintah pusat dengan organ pemerintah

pusat yang di daerah terdapat hubungan yang hierarki.

Mandat yaitu pemberian tugas antara mandans (pemberi mandat) kepada
mandataris (penerima mandat) untuk atas nama melakukan perbuatan keputusan
administrasi negara. Pada umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal
antara atasan dan bawahan, tidak terjadi peralihan wewenang. Tanggunhjawab tetap

pada pemberi mandat.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 24 UU No.30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, bahwa mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan

dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat
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pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap

berada pada pemberi mandat.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila:

a) ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatasnya

b) merupakan pelaksanaan tugas rutin. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin
terdiri atas: pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat
definitif yang berhalangan sementara

c) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang

berhalangan tetap.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat kepada badan
dan/atau pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan
yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang memberikan mandat. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang
memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan
melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan
ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan
yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan.
Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat
tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang
berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan
alokasi anggaran. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang

melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat.
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Dalam mandat ini juga tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau
pengalihan kewenangan, dengan demikian berdasarkan pengertian mandat sebagaimana
di atas, maka dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan yang secara
fungsional dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah, untuk menyelenggarakan
tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang
pejabat-pejabat atasan kepada pejabat di tingkat bawahannya. Jadi dalam mandat tidak
terjadi pelimpahan wewenang, dengan demikian urusan urusan dekonsentrasi bukan
mandat. Begitu dengan desentralisasi, penyerahan wewenang antara organ, yakni organ
pusat dengan organ daerah, jadi dengan demikian desentralisasi juga bukan mandat.
Sedangkan dalam tugas pembantuan atau mederberwind yakni sebagai tugas ikut
melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak
mengatur dan mengurus urusan rumah tangga tingkat atasannya. Pemerintah lokal yang
bersangkutan wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas kepada penyelenggaraan
saja. Dengan demikian mederberind atau tugas bantuan juga bukan mandat, karena

tidak terjadi pelimpahan wewenang.



